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ABSTRAK 
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
(Helfial Restu Kurniawan, 1310111143, Hukum Administrasi Negara, 62 Halaman) 
Pajak air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk 
digunakan pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan 
pertanian, dan perikanan rakyat serta peribadatan. Air tanah adalah air yang terdapat dalam 
lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah. Dalam pelaksanaan 
pemungutan pajak air tanah yang kewenangan pemungutannya oleh Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir dan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 
24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah, mengingat 
penerimaan pajak air tanah masih belum optimal dan Peraturan Daerah sebagai pelaksana 
pemungutan tidak terimplementasi sepenuhnya. Bahwa dalam rangka pelaksaannya telah 
diterbitkan Peraturan Daerah tersebut maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) 
Bagaimana pemungutan pajak air tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hilir 2) Apa yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak air tanah  oleh Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta Upaya Penyelesaiannya. Untuk menjawab 
permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian 
hukum yuridis sosiologis atau penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian 
dilapangan untuk mendapatkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap 
data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Sifat dari penelitian ini 
yaitu bersifat deskriptif yang menggambarkan secara luas mengenai pemungutan pajak air 
tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilaksanakan 
pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa yang menjadi kendala utama dalam pemungutan pajak air tanah di 
Kabupaten Indragiri Hilir yakni masih ada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak air 
tanah dan rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir untuk membayar pajak 
air tanah serta tidak adanya water meter (alat pengukur penggunaan/pemanfaatan air) yang 
menyulitkan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menghitung 
penggunaan air tanah oleh wajib pajak. Untuk itu hendaknya pemerintah segera melakukan 
sosialisasi khusus tentang pajak air tanah dengan melibatkan ahli hukum untuk menjelaskan 
sanksi atau denda yang didapat bila melakukan pelanggaran dan memberi anggaran dana 
untuk penyediaan alat meteran air tersebut serta secepatnya melakukan pendataan ulang 
obyek dan subyek yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak air tanah karena masih banyak 
jenis usaha lain yang juga menggunakan air tanah untuk mendukung kegiatan usahanya guna 
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 
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